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KM Darurat dan Dukungan
Fatwa Pemuka Agama

Pasca dit kan ketat d)pel kegl oM Darurat adalah Surat Oleh: katatau bag Mo 17 Tahun 2021 Tentan otoritatf, selama ini
Pemberia rlﬂ G makandan nllnu:h !’iln.‘:ukﬂll: nn yang dirllis Moniori Rijot Assidiq Muli momastik yarakatbisa Peniadaan Sﬂmun(ari ::;:‘E pemuka agama \‘u‘l;'h
secara defivery atau _Mh ihtrngan, diriis scfrnm = menaat! dan mematuhi Peribadatan di Tcrnp:ll memberikan nniur.mkrpa:.fa
Pembatasan  away. 5) Pusat perbelanjaan/  berseri berdasarkan jenis kebijakan tersebut? Ada lbadah, Malam Takbiran, para pemeluk agama untuk

Kegiatan Masyarakat

mall/pusat perdagangan
ditutup sementara. 6)

pejalanan yang dilakukan
yaitu transportasi darat,

U.’PKM] Darurat  kegiatan konstruksi (tempat _laut, dan udara. Yaitu, Surat

oleh Presiden Joko
Widodo, maka
secara berturut-turut
dirilis aturan-aturan
terkait dengan
PPKM Darurat,
dimulai dengan
pengumuman
vang dirilis Menko
Maritim dan
Investasi, Luhut
Binsar Panjaitan,
sebagai Koordinator
Pelaksana Kebijakan
PPKM Darurat
yang ditunjuk
_langsung oleh
Presiden, merilis 14
poin aturan, yang
kemudian diatur dan
diterbitkan dalam
bentuk Instruksi
Menteri Dalam
Negeri Nomor 15
Tahun 202] Tentang
Pemberlakuan
Pembatasan
Kegiatan Masyarakat
Darurat Corona
Virus Disease 2019
di Wilayah Jawa
dan Bali. Dengan
cakupan area PPKM
darurat terdiri dari
48 Kabupaten/Kota
dengan asesmen
situasi pandemi level
4 dan 74 Kabupaten/
Kota dengan situasi
pandemi level 3 di
Pulau Jawa dan Bali.

INSTRUKSI Mendagri
tersebut memuat aturan-
aturan sebagai berikut:
1) KBM/Perkuliahan
dilaksanakan secara daring, 2)
Pelaksanaan kegiatan sektor
non esensial dilaksanakan
100% secara WFH, 3)
Pelaksanaan kegiatan sektor
non esensial dilaksanakan
50% dan 25 % WEO, kecuali

sektor kritikal 100% WEFO,
supermarket, pasar
kelontong, toko swalayan
dan pasar tradisional dibatasi
sampai pukul 20.00 dengan
h pengunjung 50%,
dan toko obat dapat
elama 24 jam dengan
kol kesehatan yang

—

konstruksi dan lokasi proyek)
beroperasi 100% dengan
menerapkan protokol
kesehatan secara lebih ketat.
7) tempat ibadah ditutup
sementara, 8) fasilitas umum
(area publik, taman umum,
tempat wisata umum dan
area publik lainnya) ditutup
sementara. 9) kegiatan seni,
budaya, olahraga dan sosial
kemasyarakatan ditutup
tara. 10) kapasitas
penumpang transportasi
umum maksimal 70% (tujuh
puluh persen) dengan
menerapkan protokol
keschatan secara lebih
ketat. 11) resepsi pernikahan
dihadiri maksimal 30
(tiga puluh) orang. 12)
pelaku perjalanan harus
menunjukkan kartu vaksin
(minimal vaksinasi dosis
pertama); menunjukkan PCR
H-2 untuk pesawat udara
serta Antigen (H-1) untuk
moda transportasi mobil
pribadi, sepeda motor, bis,
kereta api dan kapal laut;
kecuali sopir kendaraan
logistik dan angkutan barang:
13) tetap memakai masker
dengan benar dan konsisten
saat melaksanakan keglatan
diluar rumah serta tidak
dilzinkan penggunaan face
shield tanpa menggunakan
masker, 14) pelaksanaan
PPKM Mikro di RT/RW Zona
Merah tetap diberlakukan.
Aturan-aturan teknislainnya
yang terkait dengan kebijakan

Edaran (SE) Nomor 43 Tahun
2021, tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan
Orang Dalam Negeri Dengan
Transportasi Darat Pada
Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019, (Covid-19),
Surat Edaran (SE) Nomor 44
Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan
Orang Dalam Negeri dengan
Transportasi Laut pada
Masa Pandemi Covid-19,
dan Surat Edaran Nomor 45
Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan
Orang Dalam Negeri dengan
Transportasi Udara pada
Masa Pandemi Covid-19 yang
mulai diberlakukan pada
5 Juli2021. Surat Edaran
Kementerian Perhubungan
ini merupakan turunan dari
Surat Edaran Satuan Tugas
(Satgas) Covid-19 nomor
14 tahun 2021 tentang
Ketentuan Perjalanan Orang
Dalam Negeri Dalam Masa
Pandemi Covid-19.
Aturan teknis lainnya
yang terkait adalah Surat
Edaran (SE) Menteri Agama
No 17 Tahun 2021 Tentang
Peniadaan Sementara

|
2|
|

Peribadatan: di Tempat
Ihadah, Malam Takbiran,
Salat [dul Adha, dan Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Qurban
Tahun 1442 H/2021-M di
Wilayah PPKM Darurat.
Surat Edaran yang dirilis
Menteri Perhubungan dan
Menteri Agama tersebut
merupakan respon atas

beberapalangkah yang telah
dilakukan oleh pemerintah.
Salah satunya adalah sanksi,

faktanya, pelanggaran
masih safa terjadi, hal ini
membukiikan bahwa sanksi,
dengan beragam sanksi yang
dikenakanpada pelanggar,
tidak cukup membuat
masyarakat patuh dan taat
atas kebijakan. Lantas cara

Instruksi Mendagri N
15 Tahun 2021,

Penulis memiliki anggapan
bahwa mungkin di hari-

hari ke depan masih akan-

muncul aruran-aturan (o s
lainnya yang dirilis mas
masing Kementerian terkait
PPEM Darurat dan penulis
memahami betul bahwa
kebijakan tersebut adalah
sikap serius yang dilakukan
Pemerintah menyikapi
kondisi darurat Covid-
19 di negara kita, bahkan
beberapa ahlimeénganggap
Indonesia tengah memasuki
fase gelombang tsunami
kedua Covid-19. Maka,
penyikapan serius juga mesti
dilakukan oleh masyarakat
atas pemberlakuan kebijakan
tersebut dengan mematuhi
dan menaatinya.

Lantas seberapa efekiif
kebijakan Pemerintah
tersebut dapat dipatuhi

S

menaati dan mematohi
setiap kebijakan Pemerintah
dalam menangani pandemi
Covid-19. Rasa-rasanya
mentirut hemat penulis mesti
ditingkatkan dari sekedar
anjuran menjadi fatwa
yang mengikat, setidaknya
ada 6 agama yang diakui di
Indonesia (Islam, Protestan,
Katolik, Buddha, Hindu,
dan Khonghucu) beserta
lembaga’' keagamaannya
yang otoritatif yang dapat
memberikan fatwa-fatwa
keagamaan sehingga dapat
memberikan keyakinan,
mengafirmasi sekaligus
melegitimasi kebijakan PPKM
Darurat kepada para pemeluk
agama berdasarkan dalil-dalil
hukum pada masing-masing
kitab suci/sumber-sumber
hukum yang diyakini.
Kita sepakat, bahwa
pandemi telah merengguit
begitu banyak, hari-hari
berat masih akan kita lalui
bersama, penyikapan teramat
serius mesti diberlakukan.
Sesuatu  yang juga
unprecedented. Tidak pernah
terjadi sebelumnya. Apa
diantaranya? Cara pandang
terhadap agama [Rakhmat:
2021). Bukankah dalam
pandangan Agama lslam kita
mengenal Maqgashid Asy-
Syartah yang didalamnya
memuat pemeliharaan/
perlindungan agama, diri,
keturunan, akal, dan harta

Salatidul Adha, dan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Qurban
Tahun 1442 H/2021 M di

Wilayah PPKM Darurat.
Murncul beragam respon
dari masyarakat, ada yang
merespon positif namun
tidak sedikit puia yang
merespon secara negatif atas
diterhitkannya Surat Edaran
tersebut. Respon negatif/

(Mulyana: 2021) sebagai
prinsip dan menjadi standat
.moral dalam Islam. penulis

ini ada dalam aﬁ‘un -agama
lainnya. Karenanya peran
serta para pemuka agama

apalagi yang bisa dilakuk

P nyinyira fahl
e i e &

dibagiks

[iiuild. e
masyarakat? Dalam hal ini
penulis menyoroti peran

pemuks agama, atau
institusi keagamaan untuk
mend ng  kebijakan

Pemerintah tersebut.
DUKUNGAN FATWA
PEMUKA AGAMA

Pasca diterbitkannya Surat
Edaran (SE] Menteri Agama

Iklan
Kehilangan
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Maka, menyikapi fenomena
tersebut, penring sekall
mengawal setiap kebijakan
pemerintah dengan
dukungan para pemuka
agama atau dukungan
dari institusi keagamaan
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